
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20QONomor 126, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

: a. bahwa Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Wondama
merupakan kabupaten definitif dan merupakan daerah yang berada
dalam naungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka guna
meningkatkan Pendapatan AsHDaerah perlu dilakukan pemungutan
PKB, BBN-KB dan P3ABT/AP;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk
Unit Pelaksana teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal di
Bawah Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Papua Barat yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Papua Barat;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 40 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL OJ BAWAH SATU ATAP
(SAMSAT) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

NOMOR 970/141Xf2010 TAHUN 2010

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

TG BERNUR PAP A



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentanq Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi
Papua barat tahun 2006 Nomor 9);



A. Pada Pasal 2 ayat (2) ditambah poin huruf h dan huruf i, yang berbunyi sebagai berikut :

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Raja
Ampat;

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT)
Teluk Wondama;

B. Pada Pasal 3 ayat (3) ditambah dua tempat kedudukan UPT-SAMSAT, yang berbunyi :

(3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Manunggal di Bawah .Satu At~p (~AMSAT)
berkedudukan di Manokwari, Kota Sarong, Aimas, Fakfak, Kalmana. Bintunt, Sarong
Selatan, Raja Ampat dan Teluk Wondama.

C. Pada Pasal 5 avat (2) ditambah Lampiran, yang berbunyi :
(2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) Sistem Administ~asi

Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) tercant~m pada. Lampiran
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX merupakan bag ian yang tidak terplsahkan dan peraturan
Gubernur ini.

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasall
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Manunggal di Bawah satu Atap
(SAM SAT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2009 Nomor 120) diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (Upn SISTEM MANUNGGAL 01
BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

Menetapkan

14. Peraturan Oaerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 10 Tahun 2006
tent~ng. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Provinsi Papua barat tahun 2006 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 11 Tahun 2006
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Provinsi Papua barat tahun 2006 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Irian Java Barat Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan (Lembaran Oaerah Provinsi Papua barat tahun 2006
Nomor 12);

17. Peraturan Oaerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata kerja Oinas-dinas Oaerah Provinsi
Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009
Nomor 34);



yang sah sesuai aslinya,

... ABIR~KUM'

,_ -
IKWURYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 146

MARTHEN LUTHER RUMADAS

CAP/TTD

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Oktober 2010

ABRAHAM O. ATURURI

CAPITTD

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Oktober 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Pasalll



CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

GUBERNUR PAPUA BARAT,

I
SEKSI

PENDATAAN DAN
PENETAPAN

SEKSI
PENAGIHAN DAN

PELAPORAN

SUB BAG IAN
TATA USAHA

KEPALA UPT

BAGAN ORGANISASI DAN TAtA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL 01 BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
RAJA AMPAT

Lampiran VIII Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 970/14/x/2010 Tahun 2010
Tanggal 8 Oktober 2010



~~mriiDl~lRO HUKUM,

~~~

ABRAHAM O. ATURURI

CAPITTD

GUBERNUR PAPUA BARAT,

I
SEKSI

PENDATAAN DAN
PENETAPAN

SEKSI
PENAGIHAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KEPALA UPT

SAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT)
WONDAMA

Lampiran IX Peraturan Gubernur Papua Sarat
Nomor 970/14/x/2010 Tahun 2010
Tanggal 8 Oktober 2010
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